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BAB V 

PENUTUP 

A. Kersi rmpulan 

1. Admisibilitas akun me rdira sosiral serbagair buktir erlerktronirk harus rerlervan dan 

terrjaga irntergrirtasnya pada saat dirhadirrkan dir perngadirlan sehingga teruji 

keabsahannya pada saat dihadirkan di persidangan, dirmana pada prosers 

pernyirtaan yang dirlakukan apabirla tirdak sersuair derngan proserdur dalam 

KUHAP dan pe rraturan khusus yang me rngatur kerterntuan alat buktir 

erlerktronirk berrirmplirkasir terrhadap permbuktiran yang mernjadir berban Pernuntut 

Umum berrkairtan derngan perrolerhan dan kerasliran buktir erlerktronirk yang 

harus dirperrkuat derngan proserdur pernyirtaan yang le rbirh cerrmat serhirngga 

terrpernuhir syarat formirl dan materrirl berrkas perrkara, dalam hal ke rabsahan 

akun sociral merdira tirdak mernjadir alat buktir erlerktronirk yang rerlervan maka 

dapat merngakirbatkan buktir erlerktronirk terrserbut tirdak mermirlirkir kerkuatan 

permbuktiran dan serbagairmana berberrapa putusan Mahkamah Agung dalam 

berberrapa putusannya yang me rmberbaskan Terrpirdana darir dakwaan.  

2. Kerberradaan permbuktiran erlerktronirk dalam prose rs perrsirdangan suatu 

perrkara serbagair alat buktir sangat perntirng bagir hakirm untuk dapat 

mermutuskan apakah se rserorang dirnyatakan berrsalah atau tirdak, jirka yang 

berrsangkutan me rngajukan permbuktiran erlerktronirk dir perrsirdangan yang 

merrupakan data irmager, firler yang irderntirk derngan data asal, maka hal te rrserbut 

dapat dirperrluas perngerrtirannya serbagair alat buktir I rnformasir E rlerktronirk atau 

Dokumern E rlerktronirk dan apabirla akun merdira sociral yang dirgunakan 

serbagair merdira I rnformasir E rlerktronirk atau Dokumern E rlerktronirk terrserbut 



134 
 

 

dapat dirgunakan serbagair alat buktir sah untuk mermbuktirkan suatu perrkara 

derngan mernggunakan Undang-Undang I rnformasir dan Transaksir E rlerktronirk 

serhirngga ker derpan berrmanfaat untuk me rmperrtergas kertirdakabsahan suatu 

permbuktiran erlerktronirk dalam prose rs perradirlan. 

B. Saran 

1. Bagir aparat pernergak hukum agar Pe rnyirdirk dalam merlakukan pernyirtaan 

merngacu pada Perraturan Kerpala Kerpolirsiran Nergara RIr Nomor 10 tahun 

2009 terntang Tata Cara dan Perrsyaratan Pe rrmirntaan Permerrirksaan Terknirs 

Krirmirnalirstirk Termpat Kerjadiran Perrkara dan Laboratorirs Krirmirnalirstirk 

Barang Buktir kerpada Laboratorirum Forernsirk Kerpolirsiran Nergara Rerpublirk 

I rndonersira dan SOP Laboratorirum Dirgirtal Forernsirk Dirrerktorat Tirndak Pirdana 

Sirberr Barerskrirm POLRI r Nomor SOP/01/Ir/2018/Dirttirpirdsirberr tanggal 10 

Januarir 2018 terntang SOP Proserdur Pernerrirmaan Barang Buktir dan Pernyirtaan 

Buktir Dirgirtal. Se rlanjutnya kerpada Pernuntut Umum wajirb merngirkutir 

kergiratan dirklat Cyberr Crirmer atau dirklat Dirgirtal Forernsirc agar mermahami r 

merkanirsmer terrkairt pernyirtaan,perrolerhan dan prosers erkserkusir alat buktir 

erlerktronirk. 

2. Untuk merwujudkan kerpastiran hukum dir dalam Kirtab Undang-Undang 

Hukum Pirdana dan Rancangan Kirtab Undang-Undang Hukum Acara Pirdana 

juga dalam regulasi terkait undang-undang informasi dan transaksi 

elektronik yang akan datang perrlu diratur kerterntuan merngernair alat buktir 

erlerktronirk serbagair berntuk permbaharuan acara pirdana serbagairmana 

kerterntuan irnterrnasironal I rSO 27037 mengenai penanganan buktir erlerktronirk 



135 
 

 

sebagai alat bukti elektronik dan Permerrirntah juga sudah harus me rnyirapkan 

berberrapa Laboratorirum Khusus Kompute rr Forernsirk merlaluir irnstirtusir yang 

berrwernang, dan dirkerlola olerh para pakar kompute rr forernsirk derngan 

akrerdirtasir dan serrtirfirkasir khusus darir Lermbaga yang berrwernang atau 

permerrirntah, serhirngga hasirl analirsirs data yang berrsumberr darir I rnformasi r 

E rlerktronirk maupun Dokume rn E rlerktronirk dapat dirajukan serbagair alat buktir 

erlerktronirk yang dirgunakan dir perrsirdangan. 


